BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di KKP

Attax Consultant mengenai penerapan program e-Faktur untuk
pelaporan SPT Masa PPN sehubungan dengan transaksi
penjualan dan pembelian yang terjadi di PT X, maka peneliti
dapat memberikan kesimpulan terkait PPN yaitu :

1. Penerapan program e-Faktur untuk Pelaporan SPT
Masa PPN pada masa Januari hingga Desember 2018
telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

2. Proses penginputan Faktur Pajak Keluaran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti dapat

memberikan ~ saran  bagi  perusahaan agar  dapat
mempertahankan kepatuhannya dalam menerapkan program e-
Faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN maupun melakukan
input Faktur Pajak Keluaran dan pajak Masukan, dan lebih
ditingkatkan dengan cepat dalam mengumpulkan data-data

yang berkaitan dengan SPT Masa PPN dari klien atau suplier.
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